
i  

Oleh: 

 

Nico Wahyu Restu S.U 

201810110311362 

TUGAS AKHIR 

 

PENEGAKKAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN 

KEWAJIBAN TEMPAT USAHA PEMONDOKAN BERDASARKAN 

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006 

TENTANG PENYELENGGARA RUMAH USAHA PEMONDOKAN 

(STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG) 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

2025 



ii  

kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum 

Oleh: 

Nico Wahyu Restu Satriyo Utomo 

201810110311362 

TUGAS AKHIR 

PENEGAKKAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN 

KEWAJIBAN TEMPAT USAHA PEMONDOKAN BERDASARKAN 

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006 

TENTANG PENYELENGGARA RUMAH USAHA PEMONDOKAN 

(STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG) 

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

2025 



iii  

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR 
 

 

 



iv  

 

 

SURAT PERNYATAAN 

 



v  

 

 

 

 

ABSTRAK 

Nama : Nico Wahyu Restu Satriyo Utomo 

NIM  201810110311362 

Judul : Penegakan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Kewajiban 

Tempat Usaha Pemondokan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggara Rumah 

Usaha Pemondokan (Studi Wilayah Hukum Kota Malang) 

Pembimbing  : 1. Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum 

2. Said Noor Prasetyo, SH, MH 

 

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bagaimana efektifitas 

penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 8 Tentang Kewajiban 

Penyelenggaraan Rumah Usaha Pemondokan. Di wilayah Hukum Kota Malang masih banyak 

Penyelenggara Usaha Pemondokan yang tidak memiliki izin maupun melanggar aturan yang 

tertulis di Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 8 terutama pada 

pemondokan yang campur pria dan wanita yang bersifat Non Pasutri atau belum menikah. 

Sehingga,penelitian ini akan membahas Bagaimana bentuk Pelanggaran Izin Usaha 

Pemondokan Di Wilayah Hukum Kota Malang, serta Bagaimana Penegakan Sanksi 

Administrasi atas Pelanggaran Kewajiban Usaha Pemondokan Di Wilayah Hukum Kota 

Malang. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosioligis dengan 

teknik pengumpulan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

adalah dengan wawancara, dokumentasi, dan studi lapangan. Dari data yang sudah 

dikumpulkan selanjutnya di analisa dan disajikan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, penerapan Peraturan daerah Nomor 6 

Tahun 2006 Pasal 8 Tentang Pelanggaran Kewajiban Penyelenggara Usaha Pemondokan masih 

belum efektif, hal ini dikarenakan banyaknya pemilik usaha pemondokan yang melanggar 

kewajiban berikut pelanggarannya seperti, penyelenggara tidak memiliki izin 

menyelenggarakan usaha pemondokan, tidak mentaati kewajiban yang sudah tertulis di 

Peraturan Daerah Nomor 6 Pasal 8 Kota Malang seperti tidak memiliki ruang tamu untuk 

menerima tamu lawan jenis dan juga jumlah minimal kamar yang ada di pemondokan 

tersebut, selanjutnya membahas tentang hambatan dalam penegakan pasal 8 Peraturan Daerah 

Kota Malang yaitu Kewajiban, berikut pelanggarannya seperti, kurangnya informasi yang 

masuk pada instansi yang menindak pelanggar kewajiban usaha pemondokan lalu juga 

banyaknya warga yang tinggal di sekitar usaha pemondokan tersebut yang lebih memilih 

tutup mulut dan tidak melaporkannya pada instansi yang menindak pelanggaran usaha 

pemondokan tersebut. 

 

Kata Kunci ; Penegakan Hukum, Sanksi Administrasi, Pelanggaran Kewajiban, Usaha 

Pemondokan 
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ABSTRACT 

Name : Nico Wahyu Restu Satriyo Utomo 

NIM  201810110311362 

Title : Enforcement of Administrative Sanctions for Violations of the Obligations of 

Lodging Business Places Based on Malang City Regional Regulation No. 6 of 

2006 concerning Lodging Business House Organizers (Study of the Legal Area of 

Malang City) 

Adviser   : 1. Dr. Catur Wido Haruni, SH, M.Si, M.Hum 

2. Said Noor Prasetyo, SH, MH 

 

This research focuses on knowing and explaining how the effectiveness of the 

implementation of Malang City Regional Regulation Number 6 of 2006 Article 8 

concerning the Obligation to Organize a Lodging Business House. In the 

jurisdiction of Malang City there are still many Lodging Business Organizers who 

do not have permits or violate the rules written in Malang City Regional Regulation 

Number 6 of 2006 Article 8, especially in lodging that mixes men and women who 

are Non-Partners or unmarried. Thus, this research will discuss how the form of 

Violation of the Lodging Business License in the Legal Area of Malang City, as well 

as how the Enforcement of Administrative Sanctions for Violations of Lodging 

Business Obligations in the Legal Area of Malang City. The legal research method 

used is juridical socioligis with primary data collection techniques and secondary 

data. The data collection techniques used are interviews, documentation, and field 

studies. The data that has been collected is then analyzed and presented using 

qualitative descriptive methods. Based on the results of research conducted by 

researchers, the application of Regional Regulation Number 6 of 2006 Article 8 

concerning Violations of the Obligations of Lodging Business Organizers is still 

not effective, this is because many lodging business owners violate the following 

obligations and violations such as, the organizer does not have a license to organize 

a lodging business, does not comply with the obligations that have been written in 

the Regional Regulation. 

 

Keywords; Law Enforcement, Administrative Sanctions, Violation of Obligations, Lodging 

Businesses 
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